
WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAI{ WALIKOTA BATU

NOMoR {? TArruN 2O1a

TENTANG

PERT'BAIIAIT ATAS PERATURAIT WALIKOTA BATU
NOMOR 35 TAIIUN 2016 TENTAilG PEDOMAN PEMBERIAN DAITA

DTIKUITGAN PEMILIHAIY KEPALA DESA

DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

WATIKOTA BATU,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4g
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ll2 Tahun 2Ol4
tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
65 Tahun 2Ol7 tentartg perubahan atas peraturan
Menteri Da-lam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tehtang
Pemilihan Kepala Desa dan pasal 79 peraturan Daerah
Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu
perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 35
Tahun 2016 tentang pedoman pemberian Dana
Dukungan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20O1 tentang
Pembentukan Kota Batu (kmbaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2OOl Nomor gl, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 1g);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
[,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014 tentasg
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Halaman2dari5hlm.,.



14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4826);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 723,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O41);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006;
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 12 Tahun
2Ol4 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 65 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2Ol4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak AsaI
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

24. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun
2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2Ol5 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015
tentang Desa;

29. Peraturan Walikota Batu Nomor 32 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Desa;

30. Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemberian Dana Dukungan
Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSXAN:

PERATURAN WALIKO?A TEI|TAITG PERUBAIIAI|
ATAS PERATT'RAN WALIKOTA BATU NOMOR 35
TAHUI{ 2016 TENTAITG PEDOMAN PEMBERIAN DANA
DT'KTII{GAI{ PEMILIHAN KEPALA DESA.

Menetapkan
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Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat ( 1) Peraturan Walikota Batu
Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian
Dana Dukungan Pemilihan Kepala Desa diubah,
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana
dukungan fasilitas penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa yang bersumber dari APBD.

(21 Besaran .rnggarzrn ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal E Juli 2018

WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO
Diundangkan di Batu
pada tanggal 6 Juli 2018
PJ. SEITRETARIS DAERAII KOTA BATU

BERTTA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR \t/g
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EDDY MURTONO


